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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Faktor-faktor geopolitik akan mempengaruhi suatu negara dalam
menyusun sistem

keamanannya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki
karakteristik geopolitik yang khas,

yaitu membentang luas dan letak geografis yang strategis dari
Sabang sampai Merauke. Kondisi

tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan kendali yang kuat
untuk menjaga keamanan,

keutuhan, dan kedaulatan wilayah NKRI, termasuk melindungi
wilayah-wilayah kunci seperti

Papua sebagai provinsi paling timur. Pulau Papua pun memiliki
nilai strategis yang sangat tinggi

bagi geopolitik Indonesia akibat faktor geografis dan faktor
ketersediaan sumber daya alam yang

terkandung di dalamya.

Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan
dengan negara-negara

yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai dari Filipina di
sebelah utara, yang merembet ke

Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan Pasifik dan Benua
Amerika di sebelah timur dan

di selatan berhadapan dengan Timor Leste dan Australia. Selain
itu Papua kaya akan

keanekaragaman hayati. Tanah yang subur di iklim tropis dan
hujan turun di hampir di sepanjang

musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk
pengembangan berbagai

komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun
untuk tanaman pangan.

Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi
pengetahuan umum. Besi, tembaga,

emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam adalah kekayaan
alam yang bisa menyokong

infrastruktur.

Perkembangan dunia menyebabkan semakin tingginya persaingan
antarnegara dan

institusi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi
kemakmuran. Konsekuensi logis

dari kondisi tersebut adalah sebuah negara yang kaya dengan
sumber daya akan menjadi rebutan

dan wahana persaingan. Begitu pula Papua yang merupakan salah
satu pulau yang kaya sumber

daya alam di Indonesia. Dampak dari persaingan adalah
meningkatnya ketidakstabilan

keamanan. Untuk itu, kontrol pemerintah sangat penting dalam
menciptakan situasi aman dan
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kondusif bagi terpeliharanya kemakmuran dan keamanan rakyatnya.
Hal lain penyebab

ketidakstabilan di Pulau Papua adalah ketertinggalan pembangunan
jika dibandingkan dengan

daerah lain. Ketidakpuasan masyarakat sering dijawab dengan
kebijakan yang kurang

memperhatikan nilai-nilai lokal sehingga sering melahirkan
konflik yang berkepanjangan.

Otonomi daerah dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah guna
pencapaian

kesejahteraan masyarakat belum bisa berjalan dengan baik karena
tidak dibarengi dengan

pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan sistem
birokrasi yang efisien.

Pemerintah didesak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang
berisi mekanisme

inplementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus
Papua.

Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkepanjangan
menumbuhkan sikap

apatis dan disintegratif sebagian masyarakat Papua. Bila kita
melihat sejarah, konflik yang terjadi

di Papua awalnya berupa konflik komunal yang terjadi secara
tradisi, yang timbul dari

persaingan antarsuku dalam memperebutkan wilayah kekuasaan.
Konflik tradisi berkembang

menjadi lebih kompleks sejalan dengan proses depolitisasi elite
masyarakat Papua dalam

memperebutkan posisi sosial politik. Keterbelakangan pendidikan,
kemiskinan, dan kesenjangan

antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi pemicu konflik
baru di Papua. Isu-isu itu

menjadi komoditas yang sangat mudah dikelola oleh berbagai
pihak, terutama yang berkaitan

dalam penguasaan sumber daya alam. Kompleksitas konflik semakin
akut karena penanganan

yang lamban dan tidak mengena pada akar masalah.

Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus
Papua

UU No. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi Khusus
oleh

Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua
Barat, dan Nangroe Aceh

Darussalam. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus tersebut adalah
untuk menyejahterakan

dan memajukan rakyat Papua. Secara khusus, dana Otonomi khusus
diperuntukkan bagi

pengembangan pendidikan dan kesehatan rakyat Papua. Sepanjang
2002-2010 Pemerintah Pusat

telah menggelontorkan dana Otonomi khusus kepada Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat

senilai total Rp 28,84 triliun.
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Sayangnya, selama 10 tahun UU Otonomi khusus dilaksanakan masih
terdapat banyak

penyimpangan dalam penggunaan dana Otonomi khusus tersebut. Dari
total Rp 19,12 triliun

yang telah disalurkan sejak 2002 hingga 2010, Rp 28,94 miliar
diselewengkan dalam bentuk

proyek fiktif, Rp 218,29 miliar dalam bentuk kelebihan
pembayaran atau pembayaran yang tidak

sesuai ketentuan, dan Rp 17,22 miliar dalam bentuk proyek
terlambat dan tidak didenda.

Sepanjang peridoe yang sama pula dana Otonomi khusus senilai Rp
2,35 triliun oleh Pemprov

Papua dan Pemprov Papua Barat justru didepositokan di Bank
Mandiri dan Bank Papua1.

PDRB dan PDRB Perkapita

Sejak otonomi khusus diberlakukan selama delapan tahun ini,
perubahan tidak berjalan

dengan optimal. Keberadaan dana otonomi khusus nampaknya tidak
berdampak signifikan

terhadap pembangunan daerah. PDRB Papua sejak diberlakukannya
dana otonomi khusus pada

tahun 2002 perubahan PDRB di Papua hanya berubah sedikit, dan
kemungkinan juga

ditimbulkan karena inflasi. Pada tahun 2000 dan 2001 PDRB Papua
adalah sebesar Rp 18,41

milyar dan Rp 21,6 milyar. Sedangkan setelah dana otonomi khusus
diberlakukan ternyata

PDRB hanya meningkat menjadi Rp 22,55 milyar (2003), Rp 23,89
milyar (2004), Rp 24,84

(2005), lalu setelah provinsi Papua terbagi menjadi Papua dan
Papua Barat, PDRB provinsi

Papua yang baru berkembang cukup pesat menjadi Rp 43,61 milyar
(2005), Rp 46,89 (2006), Rp

55,38 (2007), Rp 54,73 (2008), Rp 68,35 (2009), dan Rp 89,451
(2010).

Human Development Index dan Angka Kemiskinan

Salah satu alasan utama bagi pemerintah untuk menerepkan
kebijakan tersebut adalah

untuk mencapai pemerataan dalam hal ekonomi. Bila dilihat dai
beberapa aspek ekonomi seperti,

Papua memang mengalami ketertinggalan. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Papua

menunjukkan bahwa Provinsi Papua termasuk daerah yang belakang.
Pada tahun 1996, IPM

Provinsi Papua sebesar 60,2 dengan peringkat kedua terbawah
setelah Nusa Tenggara Barat dan

1
http://cetak.kompas.com/read/2011/04/18/03455631/banyak.penyimpangan
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lebih rendah daripada IPM nasional sebesar 67,7. Namun,
sayangnya kebijakan Otonomi Khusus

tidak mengatasi ketertinggalan provinsi tersebut. Hingga tahun
2009, Provinsi Papua masih

berada di posisi bawah. Dari 33 provinsi, Papua malah menempati
posisi terakhir dengan IPM

sebesar 64,53 (IPM nasional sebesar 71,76).

Kemudian dalam hal angka kemiskinan, Provinsi Papua juga masih
terpuruk. Selama

sembilan tahun sejak diterapkannya kebijakan tersebut, angka
kemiskinan di Papua masih tinggi.

Pada tahun 1999, jumlah penduduk Provinsi Papua yang berada di
bawah garis kemiskinan

sebanyak satu juta jiwa, meningkat dari tahun 1996 sebesar 830
ribu jiwa. Pada tahun 2010,

jumlah penduduk yang berada di bawah kemiskinan di Provinsi
Papua sebesar 761 ribu jiwa dan

256 ribu jiwa di Provinsi Papua Barat, menempati posisi pertama
dan kedua dengan persentase

jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Gerakan Separatis dan Ancaman Disintegrasi

Sebelum keluarnya UU No.21 tahun 2001, kerap terjadi
gerakan-gerakan separatis di

Papua. Salah satu contoh gerakan separatis di Papua adalah
Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Salah satu pemicu utama muncul gerakan-gerakan separatis seperti
OPM biasanya disebabkan

karena adanya pembangunan yang tidak merata, terutama di tanah
Papua. Pada konsideran UU

No. 21 tahun 2001 pada poin d.2

1.2. Tujuan

Dengan berbagai kelemahan yang ada dalam penerapan kebijakan
otonomi khusus di

Papua, tulisan ini bertujuan untuk mencari pemecahan solusi atas
berbagai permasalahan yang

dihadapi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun
masyarakat Papua itu sendiri.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita
tentang penerapan kebijakan

otonomi khusus yang ideal.

2 bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan
dan

keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui
penetapan daerah Otonomi Khusus.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Analisis Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2008) ada beberapa langkah atau proses dalam
melakukan analisis

kebijakan publik. Dalam hal ini, kebijakan otonomi khusus Papua
adalah ex-post. Kebijakan

otonomi khusus adalah kebijakan yang sudah diterapkan. Oleh
karenanya, langkah analisis

kebijakan publik yang dilalui adalah monitoring dan evaluasi.
Dalam konteks otonomi khusus,

langkah pertama yang kami lakukan menurut teori Dunn adalah
dimulai dari bagian policy

problems. Permasalahan dalam kebijakan otonomi khusus adalah
kebijakan ini sepertinya

bersifat diskriminatif terhadap daerah lain. Selain itu, kami
melihat ada indikasi kebijakan ini

berjalan tidak efektif. Kedua, expected policy outcomes. Pada
langkah ini, kami mencoba

menduga dampak apa saja yang akan ditimbulkan jika kami
menawarkan beberapa pilihan

kebijakan alternatif lain (expected policy outcomes). Ketiga,
alternatif-alternatif kebijakan

tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan Cost-Benefit
Analysis untuk menentukan

kebijakan mana yang akan kami pilih untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada (preferred

policy).

2.2 Cost-Benefit Analysis

Cost-Benefit Analysis (CBA) bertujuan untuk menginformasikan
proses pembuatan

keputusan dengan tipe-tipe informasi yang spesifik. Biasanya
disebut dalam moneter sebagai

willingness to pay untuk memilih atau tidak memilih suatu
keputusan/kebijakan. Penggunanaan

istilah moneter di sini bukan dimaksudkan untuk
mengkuatifikasikan segala sesuatu tetapi lebih

tepat kepada untuk memberikan informasi yang akurat untuk
membuat keputusan.3

Gambar 2.1 Skema Cost-Benefit Analysis

3 Sumber:
http://evans.washington.edu/research/centers/benefit-cost-analysis/about
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Ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk menganalisis
kebijakan dengan metode

CBA. Pertama, tentukan terlebih dahulu acuan (baseline) dalam
parameter. Paramteter penting

sehingga perbandingan dalam menentukan alternantif kebijakan
dapat lebih akurat memiliki

standarisasi yang jelas. Kedua, prediksi response terhadap
intervensi kebijakan yanga akan

dilakukan nanti. Ketiga, estimasi costs dan benefits yang
diperoleh dari alternatif-alternatif

kebijakan tersebut. Keempat, hitung net benefits dari semua
alternatif kebijakan dan pututskan

kebijakan mana yang akan diambil (gambar 2.1).

Sumber : Robinson, 2011.
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BAB III

PEMBAHASAN

ANALISIS KEBIJAKAN ALTERNATIF

Paparan data dan argumen-argumen di atas menimbulkan keraguan
atas esensi dari

otonomi khusus tersebut bagi Papua dan dinilai penuh dengan
muatan politis. Di satu sisi,

otonomi khusus tersebut bertujuan untuk membantu Papua keluar
dari ketertinggalan ekonomi.

Namun, di sisi lain otonomi khusus juga memiliki banyak
kelemahan dari segi implementasi.

Oleh karena itu, makalah ini akan membahas mengenai analisis
kebijakan alternatif

dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya. Ada empat
kebijakan alternatif yang dibahas di

dalam makalah ini. Pertama, do nothing atau tidak melakukan
apa-apa dan membiarkan

implementasi otonomi khusus berjalan seperti yang sudah terjadi.
Kedua, memperbaiki

implementasi dari kebijakan otonomi khusus tersebut dengan
membuat peraturan khusus yang

mendukung undang-undang otonomi khusus. Ketiga, mengalihkan dana
otonomi khusus ke

dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Keempat, mengalihkan dana otonomi
khusus ke dalam

Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari hasil analisis tersebut, akan
diberikan beberapa kesimpulan

dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah
mengenai penerapan kebijakan

otonomi khusus tersebut.

III.1. Alternatif Kebijakan I: Do Nothing

Opsi Do Nothing dapat diartikan bahwa Pemerintah Pusat tidak
melakukan perubahan

apapun terhadap pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 di Papua dan
Papua Barat. Dengan

demikian, pelaksanaan kebijakan pemberian dana otonomi khusus
tetap mengacu pada

implementasi di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Prediksi Dampak Alternatif Kebijakan I Terhadap
Perekonomian Papua

Indikator Do Nothing

Besaran dana yang

dialokasikan untuk Papua

Tetap. Selain dari dana perimbangan, Papua tetap mendapatkan

alokasi Dana Otonomi khusus (untuk tahun 2010 sebesar Rp 2

Milyar)

Infrastruktur, Pendidikan, dan

Kesehatan

Tanpa ada perbaikan implementasi, kemungkinan besar masih

akan tetap terjadi inefisiensi dalam penggunaan Dana Otonomi

khusus (mark-up, disimpan di deposito, penyelewengan dana,


	
12

dsb) sehingga tidak akan berdampak positif terhadap

peningkatan infrastruktur di Papua. Hal yang sama juga
sangat

mungkin terjadi dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Potensi Korupsi Tinggi. Tanpa ada perbaikan, Dana Otonomi khusus
sangat

berpotensi untuk dikorupsi.

Kesenjangan antarprovinsi Sejak awal, kebijakan Dana Otonomi
khusus untuk Papua

memang berpotensi menimbulkan kecemburuan daerah lain

sehingga perlu kehati-hatian dalam implementasinya.

Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 di Papua dan Papua Barat saat
ini memang masih

buruk. Banyak terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana
otonomi khusus tersebut. Untuk

tahun 2010, Papua dan Papua Barat menerima tidak kurang dari Rp
2 milyar. Dana dalam jumlah

besar tersebut tentunya sangat diharapkan dapat memberikan
dampak positif terhadap

perekonomian Papua dan Papua Barat, khususnya dari segi
infrastruktur, pendidikan, dan

kesehatan.

Opsi I yang berarti melanjutkan program otonomi khusus di Papua
dan Papua Barat

memang memberikan keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah
setempat dalam membangun

perekonomiannya. Sayangnya, tanpa ada perbaikan ke depan
implementasi otonomi khusus

sangat besar kemungkinan justru menimbulkan inefisiensi bagi
perekonomian. Terbukti sejak

tahun 2002, Papua dan Papua Barat masih belum mengalami
peningkatan yang signifikan dalam

bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tanpa ada peraturan-peraturan turunan yang mengatur
penggunaannya secara jelas, Dana

Otonomi khusus sangat berpotensi menjadi sasaran korupsi aparat
pemerintahan daerah. Selain

itu, potensi munculnya kecemburuan daerah lain terhadap
pemberian Dana Otonomi khusus

dalam jumlah besar terhadap Papua dan Papua Barat juga
tinggi.

III. 2. Alternatif Kebijakan II: Perbaikan Implementasi
Kebijakan Otonomi Khusus

Sejak awal pelaksanaannya banyak terdapat kejanggalan dalam
implementasi UU No. 21

Tahun 2001 Tentang Dana Otonomi Khusus untuk Daerah Papua dan
Papua Barat. Dari total Rp

19,12 triliun yang telah disalurkan sejak 2002 hingga 2010, Rp
28,94 miliar diselewengkan

dalam bentuk proyek fiktif, Rp 218,29 miliar dalam bentuk
kelebihan pembayaran atau

pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan Rp 17,22 miliar
dalam bentuk proyek terlambat

dan tidak didenda. Sepanjang peridoe yang sama pula dana Otonomi
khusus senilai Rp 2,35
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triliun oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat justru
didepositokan di Bank Mandiri dan

Bank Papua.

Salah satu alasan mengapa UU No. 21 Tahun 2001 belum efektif
dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Papua adalah karena kurangnya peraturan
pendukung yang mengatur

mengenai tata cara penggunaan dana Otonomi Khusus tersebut.
Alternatif kebijakan yang patut

dipertimbangkan untuk menangani masalah efektifitas UU Otonomi
Khusus Papua adalah

dengan memperbaiki implementasi pelaksanaan UU tersebut di
lapangan.

Saat ini meski telah ada Perdasus yang mengatur tentang
penggunaan Dana Otonomi

khusus, namun Pemerintah Daerah Papua dalam praktiknya masih
mengacu pada Permendagri

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, Peraturan

Gubernur yang mengatur tentang alokasi Dana Otonomi khusus untuk
tiap kabupaten belum

tersedia. Tidak tersedianya peraturan-peraturan pendukung yang
diperlukan dalam menunjang

UU No.21 Tahun 2001 di Papua menyebabkan kebijakan tersebut
kurang efektif.

Tabel 3.2 Prediksi Dampak Alternatif Kebijakan II Terhadap
Perekonomian Papua

Indikator Sebelum Ada Perbaikan

Implementasi

Sesudah Ada Perbaikan

Implementasi

Besaran dana yang

dialokasikan untuk

Papua

Tetap. Selain dari dana

perimbangan, Papua tetap

mendapatkan alokasi Dana

Otonomi khusus (untuk tahun

2010 sebesar Rp 2 Milyar)

Tetap. Perbaikan hanya dari segi

implementasi, jumlah Dana

Otonomi khusus tetap (untuk tahun

2010 sebesar Rp 2 Milyar)

Infrastruktur Tanpa ada perbaikan

implementasi, kemungkinan besar

masih akan tetap terjadi

inefisiensi dalam penggunaan

Dana Otonomi khusus (mark-up,

disimpan di deposito,

penyelewengan dana, dsb)

sehingga tidak akan berdampak

positif terhadap peningkatan

infrastruktur di Papua.

Adanya peraturan-peraturan

pendukung kemungkinan besar

membuat implementasi

penggunaan Dana Otonomi khusus

lebih efisien sehingga sangat besar

kemungkinan terjadi peningkatan

pada infrastruktur di Papua baik

dari segi kuantitas maupun

kualitas.

Potensi Korupsi Tinggi. Tanpa ada perbaikan,

Dana Otonomi khusus sangat

Rendah. Adanya aturan yang jelas

mengenai penggunaan Dana

Otonomi khusus kemungkinan
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berpotensi untuk dikorupsi. besar menurunkan peluang

korupsi.

Kesenjangan

antarprovinsi

Sejak awal, kebijakan Dana

Otonomi khusus untuk Papua

memang berpotensi menimbulkan

kecemburuan daerah lain

sehingga perlu kehati-hatian

dalam implementasinya.

Perbaikan implementasi Otonomi

khusus yang berpeluang

mempercepat pembangunan di

Papua sangat berpotensi

menimbulkan kecemburuan daerah

lain.

III.3. Alternatif kebijakan III: Dana Otonomi khusus dialihkan
ke Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana
Pemerintah kepada

Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang
dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan
kepada daerah

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dasar hukum pelaksanaan DAU adalah UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP
No. 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan.

Pengalokasian DAU dilakukan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Besaran DAU

ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri
(PDN) Netto yang

ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan
untuk daerah kabupaten/kota

ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan
kabupaten/kota.

Penghitungan DAU bisa didapatkan berdasarkan rumus DAU sebagai
berikut:

DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

Dimana:

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal Kapasitas Fiskal
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Besaran Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji
Pegawai Negeri Sipil

Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan
tunjangan-tunjangan yang melekat

sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Sedangkan
alokasi berdasar celah fiskal

(CF) suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal
daerah bersangkutan (CF

daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF
nasional. Untuk CF suatu

daerah dihitung berdasarkan selisih antara Kebutuhan fiskal
(KbF) dengan Kapasitas fiskal

(KpF). Komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang
digunakan untuk pendekatan

perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas
wilayah, indeks pembangunan

manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk
Domestik Regional Bruto

(PDRB) per kapita. Sedangkan komponen variabel kapasitas fiskal
(fiscal capacity) yang

merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan

Dana Bagi Hasil (DBH). Berikut ini adalah formula untuk KbF dan
Kpf :

KbF = TBR (1IP +2IW + 3IPM +4IKK +5IPDRB/kap)

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD IKK = Indeks Kemahalan

Konstruksi

IP = Indeks Jumlah Penduduk IPDRB/kap = Indeks PDRB

IW = Indeks Luas Wilayah = Bobot Indeks

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Dengan melihat struktur formula yang sedemikian rigid ini
nampaknya untuk

mengalihkkan dana otonomi khusus Papua ke DAU agak sulit
dilakukan karena pengalihan

tersebut akan berdampak luas pada skala nasional. Pengalihan
dana otonomi khusus ke dalam

DAU membuat DAU yang akan diterima setiap provinsi diluar
penerima otonomi khusus akan

bertambah secara merata sesuai dengan proporsinya. Dan dengan
demikian berarti provinsi yang

sebelumnya menerima dana otonomi khusus menjadi menerima
sejumlah dana transfer (yang

tadinya merupakan DAU dan otonomi khusus) yang lebih sedikit
dari sebelumnya, yaitu hanya

sebesar proporsi DAU yang sudah ditambahkan dengan pengalihan
dana otonomi khusus.

Maka dari itu, dalam proses peramalan ini, kemungkinan besar
jika dana otonomi khusus

Papua dialihkan ke DAU dan sesuai dengan formulanya maka dana
yang diterima oleh Papua

hanya sebatas besaran DAU, status daerah tertinggal mungkin
tidak berdampak banyak pada

pengucuran dana. Kecuali jika pemerintah berkenan untuk
mengganti formula DAU, yang mana
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nampaknya tidak mudah karena sudah diformulasikan secara matang
dan oleh orang-orang yang

sangat berkemampuan di bidang ini.

Bagi provinsi Papua, penerapan dana otonomi khusus pun nampaknya
tidak berpengaruh

besar terhadap PDRB yang dihasilkan, terlihat dari PDRB menurut
harga konstan tahun 2001 ke

2010 yang hanya bertambah sebanyak Rp 2.000.000. Maka jika dana
otonomi khusus dialihkan

ke DAU kemungkinan PDRB Papua justru akan menurun karena dana
bantuan untuk

pembangunan yang didapat akan lebih kecil

Dari artikel yang di dapat dari Tempointeraktif.com tertanggal 7
Mei 2011, BPK

menemukan korupsi dana otonomi khusus Papua sebesar Rp 319,7
milyar dan ada dana sebesar

Rp 566,3 milyar yang masih belum jelas pertanggungjawabannya.
Dari situs tersebut disebutkan

pula Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi menyatakan
siap diperiksa soal adanya

indikasi penyimpangan dana otonomi khusus. Indikasi penyimpangan
itu ditemukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan. Badan audit negara itu menemukan dugaan
penyimpangan di Papua dan

Papua Barat tak kurang dari Rp 3,6 triliun. Di antaranya sebesar
Rp 1,85 triliun adalah dana yang

seharusnya disalurkan untuk pendidikan, namun malah
didepositokan di bank. Dengan

pengalihan ke DAU diramalkan bahwa kasus korupsi di Papua dan
Papua barat akan menurun

karena berkurangnya dana yang tersedia untuk di korupsi.
Pengalihan dana otonomi khusus ini

juga bisa berindikasi mengurangi risiko kecemburuan provinsi
lain untuk meminta dana otonomi

khusus sehingga distribusi dana APBN ke daerah bisa terasa lebih
adil.

Tabel 3.3 Analisis Dampak Pengalihan Dana Otonomi Khusus ke
DAU

Indikator Sebelum dialihkan ke DAU Setelah dialihkan ke DAU

Jumlah dana yang diterima

provinsi Papua

Lebih mudah menerima dana

karena status Otonomi khusus lebih memudahkan Papua untuk
mendapatkan

dana

Dana otonomi khusus 2010=

Rp 2.694.864.788.000

Dana

Dana yang diterima akan lebih

kecil yaitu benar-benar sesuai

dengan rumus DAU. Karena

proporsi DAU bersifat rigid

sehingga jika ada perubahan

dalam rumus akan

mempengaruhi perubahan

besaran DAU ke daerah lain.

Status daerah tertinggal tidak

akan berpengaruh banyak

dalam pemberian dana.

DAU Papua 2010

Rp Rp 12 triliyun

Jumlah dana yang diterima

provinsi Papua Barat

Lebih mudah menerima dana

karena status Otonomi khusus lebih memudahkan Papua untuk
mendapatkan

dana

DAU Papua Barat 2010

Rp 3 trilyun
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Dana Otonomi khusus 2010 =

Rp 1.154.942.052.000

Proporsi dana yang terjadi di

tingkat nasional

Sesuai dengan rumus yang

sudah ada.

Akan lebih sulit karena harus

diubah dengan penghitungan

yang lebih komplex untuk

memberikan proporsi yang

besar bagi daerah tertinggal.

PDRB Papua *PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

berlaku), (dengan tambang)}=

Rp 89.451.248.76

* PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

berlaku), (tanpa tambang)}=

Rp 33.292.346.56

*PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (dengan

tambang)}=

Rp 22,620,295.89

*PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (tanpa

tambang)}=

Rp 13,310,180.59

Hasil pengalihan dana

otonomi khusus ke DAU

diramalkan tidak jauh dari

PDRB 2001

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

berlaku), (dengan tambang)} =

Rp 21.590.317.72

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

berlaku), (tanpa tambang)} =

Rp 6.777.819.59

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (dengan

tambang)} = Rp

20,046,524.06

*PDRB 2001((sebelum

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (tanpa

tambang)) =

Rp 6,214,980.56

PDRB Papua Barat *PDRB 2009 harga berlaku =

Rp 14,547,727.50

*PDRB 2009 harga konstan =

Rp 6,768,199.45

masih bergabung dengan

papua

Praktek korupsi Tinggi, hampir disetiap

kabupaten terjadi korupsi, ada

pula yang di depositokan

sehingga bunga deposito bisa

menjadi tambahan pendapatan

provinsi

Bisa berkurang karena celah

korupsi dari dana transfer

berkurang.

Pertanggungjawaban dari dana

DAU lebih mudah dilacak.
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Pembangunan Pembangunan daerah menjadi

lebih baik walaupun tidak

terlalu signifikan.

Kemungkinan pembangunan

akan menurun mengingat

ketertinggalan masyarakat

Papua baik dari segi IPM

masyarakat maupun

kredibilitas pemerintahannya.

Kesenjangan antar provinsi Berisiko menimbulkan

kesenjangan yang tinggi.

Provinsi lain bisa sewaktu-

waktu meminta keadilan

dengan menginginkan kucuran

dana otonomi khusus juga,

yang implikasinya bisa

membuat pengeluaran dana

APBN membengkak.

Menurunkan kemungkinan

kesenjangan antara provinsi

karena setiap daerah terlihat

memiliki jatah yang sama dari

dana transfer, walau dana

yang didapat oleh provinsi

berstatus daerah tertinggal

menjadi sedikit.

III.4. Alternatif Kebijakan IV: Dana Otonomi Khusus Dialihkan Ke
Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. Fungsi DAK menyerupai

dana Inpres, yaitu untuk membiayai berbagai kegiatan khusus di
dan oleh daerah, dimana DAK

yang disalurkan kepada daerah bersifat conditional grant, atau
besarannya disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Seperti halnya DAU, dasar hukum pelaksanaan DAU adalah UU No. 33
Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; dan PP No.

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan4. Pengalokasian DAK
didasarkan pada beberapa

kriteria, yaitu:

a. Kriteria Umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah

yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi
belanja pegawai

negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung
berdasarkan indeks

fiskal netto (IFN) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4 Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
RI. DAK. http://www.dpjk.depkeu.go.id diakses

pada 6 Mei 2011
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b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan
perundangundangan yang

mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik
daerah, yaitu (1)

peraturan perundangan, (2) karakteristik daerah, dan (3)
kriteria khusus.

c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang
dapat menggambarkan

kondisi sarana dan prasarana, kinerja pelaksanaan kegiatan DAK
di daerah, dan insentif

bagi daerah yang mengalokasikan dana daerah diluar DAK untuk
membiayai kegiatan

serupa sesuai bidang DAK. Kriteria teknis dirumuskan berdasarkan
indeks teknis yang

ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga teknis terkait.

Sekitar 80% DAU yang dikelola daerah digunakan untuk belanja
rutin, terutama gaji

pegawai pemda. Oleh sebab itu, sumber utama daerah untuk
membangun sarana dan prasarana

fisik adalah dari DAK. Apabila dikelola dengan baik, DAK yang
khusus digunakan untuk

pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini,
dapat memperbaiki mutu

pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak
mengurangi kerusakan

infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi
kemiskinan dan membangun

perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Indikator Sebelum dialihkan ke DAK Setelah dialihkan ke DAK

Jumlah dana yang diterima

provinsi Papua

Dana otonomi khusus 2010

sebesar 2 trilyun dan DAK

Papua 1 trilyun.

Dana yang diterima akan lebih

kecil karena berbagi dengan

daerah lain, serta total dana

yang akan diterima hanya

berkisar pada angka 1 trilyun.

Proporsi dana yang terjadi di

tingkat nasional

Sesuai dengan ketetapan

proporsi yang ada.

Terjadi penurunan yang

signifikan pada penerimaan

provinsi Papua dan propinsi

Papua Barat, diikuti

peningkatan yang tidak

signifikan pada daerah-daerah

lain.

PDRB Papua dan Papua Barat *PDRB 2010 {(setelah Hasil pengalihan
dana
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otonomi khusus), (harga

berlaku), (dengan tambang)}=

Rp 89.451.248.76

* PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

berlaku), (tanpa tambang)}=

Rp 33.292.346.56

*PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (dengan

tambang)}=

Rp 22,620,295.89

*PDRB 2010 {(setelah

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (tanpa

tambang)}=

Rp 13,310,180.59

otonomi khusus ke DAK

diramalkan tidak jauh dari

PDRB 2001

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

berlaku), (dengan tambang)} =

Rp 21.590.317.72

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

berlaku), (tanpa tambang)} =

Rp 6.777.819.59

*PDRB 2001 {(sebelum

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (dengan

tambang)} = Rp

20,046,524.06

*PDRB 2001((sebelum

otonomi khusus), (harga

konstan base 2000), (tanpa

tambang)) =

Rp 6,214,980.56

Praktek korupsi Tinggi, hampir disetiap

kabupaten terjadi korupsi.

Dapat berkurang karena celah

korupsi dari dana transfer

berkurang serta terdapat

mekanisme pengawasan dari

BAPPENAS.

Pembangunan Pembangunan daerah menjadi

lebih baik walaupun tidak

terlalu signifikan.

Kemungkinan pembangunan

akan menurun mengingat

ketertinggalan masyarakat

Papua dan Papua Barat baik

dari segi IPM masyarakat

maupun kredibilitas

pemerintahannya.

Kesenjangan antar provinsi Berisiko menimbulkan

kesenjangan yang tinggi.

Provinsi lain bisa sewaktu-

waktu meminta keadilan

dengan menginginkan kucuran

dana otonomi khusus juga,

yang implikasinya bisa

Menurunkan kemungkinan

kesenjangan antara provinsi

karena setiap daerah terlihat

memiliki jatah yang sama dari

dana transfer, walau dana

yang didapat oleh provinsi

berstatus daerah tertinggal
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Di satu sisi, dapat dilihat bahwa aturan pengalokasian DAK
tidaklah sekaku DAU,

dimana pengalokasian dana didasaran pada kriteria-kriteria
tertentu, sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya, kondisi keuangan
dan kondisi daerah provinsi

Papua dan provinsi Papua Barat pada dasarnya memenuhi seluruh
kriteria DAK yang ditetapkan.

Pada kriteria umum, IFN yang dimiliki oleh daerah-daerah di
propinsi Papua dan propinsi Papua

Barat adalah 1. Contohnya saja Kabupaten Malang yang memiliki
IFN sebesar 1,59 dan PDRB per

kapita mendekati 4 kali lipat PDRB non-migas rata-rata nasional,
dimana daerah tersebut

mendapatkan alokasi DAK 2007 sebesar Rp 68,2 milyar atau jauh di
atas rata-rata nasional

membuat pengeluaran dana

APBN membengkak.

menjadi sedikit.
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sebesar Rp 37,8 milyar5. Selain itu, alokasi DAK amat tergantung
pada proses lobi antara

pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta antara pemerintah
daerah dan kepala lembaga

teknis, sehingga tidak ada kepastian dalam besaran DAK yang
diterima tiap tahunnya.

Mengingat besaran dana yang akan diterima oleh provinsi Papua
dan propinsi Papua

Barat akan mengalami penurunan apabila alternatif kebijakan ini
diambil, maka sebagaimana

analisis pada alternatif kebijakan 3, jika dana otonomi khusus
dialihkan ke DAK terdapat

kemungkinan PDRB provinsi Papua dan propinsi Papua Barat akan
menurun karena dana

bantuan untuk pembangunan yang didapatkan akan relatif lebih
kecil.

Tabel 3.4 Analisis Manfaat dan Biaya Kebijakan Alternatif
Berdasarkan Stakeholders

Stakeholder Manfaat Biaya

Pemerintah Pusat Alternatif 1

- Terhindarnya NKRI dari

ancaman disintegrasi Papua

Alternatif 2

- Menurunnya ancaman

disintegrasi Papua dari NKRI

Alternatif 3

- Peluang korupsi lebih

rendah.

- Alokasi anggaran lebih

tepat sasaran dan jelas

pertanggung

jawabannya.

Alternatif 4

Alternatif 3

- Keinginan Pemerintah

untuk fokus membangun

Papua yang tertinggal

akan terhambat.

- Potensi merebaknya

kembali gerakan

separatis/disintegrasi di

Papua kepada NKRI.

Alternatif 4

- Potensi merebaknya

kembali gerakan

separatis/disintegrasi di

Papua kepada NKRI.

5 BAPPENAS. Analisis Indek Fiskal Neto Tahun 2005 Dengan Dana
Alokasi Khusus Alokasi Tahun 2007.

http://tkp2e-dak.org diakses pada 6 Mei 2011
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- Pengawasan anggaran

pengalihan dari Otonomi

khusus ke DAK menjadi

lebih ketat karena

diawasi langsung oleh PP

(peluang korupsi lebih

kecil).

- Pembangunan ekonomi akan

lebih terarah sesuai dengan

keinginan PP, namun tidak

signifikan.

Pemerintah Daerah Alternatif 1

- Pemerintah daerah tidak

menanggung biaya revisi

undang-undang

Alternatif 2

- Dana dan energi yang

dihabiskan untuk membuat

peraturan khusus besar

Alternatif 3

- Dana yang diterima oleh

Masyarakat Papua akan

lebih sedikit karena DAU

memiliki rumus baku

sendiri.

Alternatif 4

- Sifat Otonomi Pemerintah

Papua itu akan berkurang.

Masyarakat Papua Alternatif 2

- Adanya perbaikan pada

implementasi dari penggunaan

dana otonomi khusus sehingga

lebih efektif dan efisien.

Alternatif 1

- Tingkat korupsi tinggi karena

undang-undang memiliki

kelemahan dari segi teknis

maupun pengawasan
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Imbasnya adalah pembangunan

ekonomi Papua menjadi lebih

terarah

- Pertanggungjawaban yang jelas

akan mengurangi tingkat korupsi

dalam pengalokasian dana

otonomi khusus.

Alternatif 3

- Alokasi anggaran lebih

tepat sasaran dan jelas

pertanggung

jawabannya.

Alternatif 4

Pembangunan ekonomi akan

lebih terarah, namun tidak

signifikan.

- Implementasi buruk karena

undang-undang yang ada

memiliki kelemahan dari sisi

teknis sehingga dana otonomi

khusus akan memiliki efektivitas

yang rendah dalam membangun

ekonomi Papua

- Pemberian dana otonomi

khusus menimbulkan

kecemburuan provinsi lain

Alternatif 3

- Dana yang diterima oleh

Masyarakat Papua akan

lebih sedikit karena DAU

memiliki rumus baku

sendiri.

- Menurunnya kualitas

pembangunan Papua

sebagai akibat

berkurangnnya anggaran.

Alternatif 4

Menurunnya pemasukan Papua

karena pengalihan dana Otonomi

khusus ke DAK.

Provinsi Lain Alternatif 3

- Ketika dana otonomi

khusus dialihkan dalam

komponen DAU,

Provinsi lain akan

mendapatkan keuntungan

Alternatif 1

- Kecemburuan provinsi lain

tetap ada.


	
25

karena dana otonomi

khusus Papua akan

dibagi-bagi sesuai rumus

DAU.

- Tingkat kecemburuan

provinsi lain berkurang.

Alternatif 4

- Tingkat kecemburuan

provinsi lain berkurang.
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Stake Holder I Stake Holder II Stake Holder III Stake Holder IV
Manfaat

Bersih Pemerintah Pusat (PP) Pemerintah Daerah

(Pemda)

Masyarakat Papua Provinsi Lain

I Manfaat - Terhindarnya NKRI

dari ancaman disintegrasi

Papua (+1)

- Pemerintah daerah tidak

menanggung biaya revisi

undang-undang (+1)

1+1-2-2-1-2= (-5)

Biaya - Tingkat korupsi tinggi (-2)

- Implementasi buruk karena

undang-undang yang ada

memiliki kelemahan dari sisi

teknis sehingga dana otonomi

khusus akan memiliki efektivitas

yang rendah dalam membangun

ekonomi Papua (-2)

- Pemberian dana otonomi

khusus menimbulkan

kecemburuan provinsi lain (-1)

- Kecemburuan provinsi

lain tetap ada (-2)

II Manfaat - Menurunnya ancaman

disintegrasi Papua dari

NKRI (+1)

- Adanya perbaikan pada

implementasi dari penggunaan

dana otonomi khusus sehingga

lebih efektif dan efisien.

Imbasnya adalah pembangunan

ekonomi Papua menjadi lebih

terarah (+2)

- Pertanggungjawaban yang

jelas akan mengurangi tingkat

korupsi dalam pengalokasian

dana otonomi khusus (+2)

1+2+2-1= (4)

Biaya - Dana dan energi yang

dihabiskan untuk membuat

Tabel 3.5 Analisis Manfaat Bersih Alternatif Kebijakan
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peraturan khusus besar (-

1)

III Manfaat - Peluang korupsi lebih rendah (+2)

- Alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan

jelas pertanggung

jawabannya (+2)

- Alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan jelas

pertanggung jawabannya (+2)

- Ketika dana otonomi khusus dialihkan

dalam komponen DAU,

Provinsi lain akan

mendapatkan keuntungan

karena dana otonomi

khusus Papua akan

dibagi-bagi sesuai rumus

DAU (+1)

- Tingkat kecemburuan provinsi

lain berkurang (+1)

2+2+2+1+1-2-1-2-2-2= (-1)

Biaya - Keinginan Pemerintah untuk fokus

membangun Papua yang

tertinggal akan terhambat

(-2)

- Potensi merebaknya kembali

gerakan

separatis/disintegrasi di

Papua kepada NKRI (-1)

- Dana yang diterima oleh Masyarakat

Papua akan lebih sedikit

karena DAU memiliki

rumus baku sendiri (-2)

- Dana yang diterima oleh Masyarakat Papua akan lebih

sedikit karena DAU memiliki

rumus baku sendiri (-2)

- Menurunnya kualitas

pembangunan Papua sebagai

akibat berkurangnnya anggaran

(-2)

IV Manfaat - Pengawasan anggaran pengalihan dari

Otonomi khusus ke DAK

menjadi lebih ketat

karena diawasi langsung

oleh PP (peluang korupsi

- Pembangunan ekonomi akan

lebih terarah, namun tidak

signifikan (+2)

- Tingkat kecemburuan provinsi

lain berkurang (+1)

1+2+2+1-1-2-2= (+1)
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Ketentuan: Dalam tulisan ini digunakan scoring dalam menghitung
manfaat bersih dari setiap kebijakan alternatif. Nilai yang

digunakan adalah +/-1 untuk setiap kebijakan alternatif yang
memberikan keuntungan atau kerugian bagi stakeholders selain

masyarakat Papua. Nilai +/-2 untuk setiap kebijakan alternatif
yang memberikan keuntungan atau kerugian bagi masyarakat Papua.

Ini dikarenakan tujuan utama dari setiap kebijakan alternatif
adalah untuk kepentingan masyarakat Papua itu sendiri.

lebih kecil) (+1)

- Pembangunan ekonomi

akan lebih terarah sesuai

dengan keinginan PP,

namun tidak signifikan

(+2) Biaya - Potensi

merebaknya kembali

gerakan

separatis/disintegrasi di

Papua kepada NKRI (-1)

- Sifat Otonomi

Pemerintah Papua itu akan

berkurang (-2)

- Menurunnya pemasukan Papua

karena pengalihan dana

Otonomi khusus ke DAK (-2)
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, kami menarik kesimpulan
bahwa kebijakan yang

paling menguntungkan bagi pembangunan Papua adalah kebijakan
alternatif kedua. Hal ini

dikarenakan dibandingkan dengan kebijakan alternatif lain,
kebijakan alternatif kedua memiliki

manfaat paling banyak bagi stakeholder utama, yakni masyarakat
Papua itu sendiri. Kita tahu

bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi khusus adalah untuk
membantu Provinsi Papua

keluar dari ketertinggalan ekonomi. Walaupun kebijakan
alternatif kedua memberikan sedikit

manfaat bagi stakeholders lainnya, yaitu pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan provinsi lain,

namun kebijakan alternatif ini memberikan banyak manfaat bagi
masyarakat Papua. Oleh karena

itu, kami menentukan bahwa kebijakan alternatif kedua, yaitu
memperbaiki implementasi

kebijakan otonomi khusus dengan cara menyusun peraturan lain
yang mendukung undang-

undang otonomi khusus dan mengatur lebih rinci penggunaan dana
otonomi khusus.

Oleh karena itu, menurut kami sangat penting bagi pemerintah
daerah untuk

menyusun peraturan pendukung sehingga penggunaan dana dapat
dipertanggungjawabkan

dengan jelas.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Bawah garis kemiskinan (dalam ribu
jiwa)

Catatan: 1Perubahan rata-rata per tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2000 (dalam Samsubar Saleh,
2002)
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CBA Alternatif Kebijakan I: Do Nothing

Manfaat Biaya

Pemerintah daerah tidak perlu menanggung

biaya yang besar dalam merevisi undang-

undang maupun membuat peraturan khusus

yang mendukung

Implementasi buruk karena undang-undang

yang ada memiliki kelemahan dari sisi teknis

sehingga dana otonomi khusus akan memiliki

efektivitas yang rendah dalam membangun

ekonomi Papua

Terhindarnya NKRI dari ancaman disintegrasi

Papua.

Pemberian dana otonomi khusus menimbulkan

kecemburuan provinsi lain. Hal ini ditakutkan

akan membuat provinsi lain mencari-cari

alasan agar mendapat dana otonomi khusus.

Tingkat korupsi tinggi karena undang-undang

memiliki kelemahan dari segi teknis maupun

pengawasan

CBA Alternatif Kebijakan II: Perbaikan Implementasi Kebijakan
Otonomi Khusus

Manfaat Biaya

Adanya perbaikan pada implementasi dari

penggunaan dana otonomi khusus sehingga

lebih efektif dan efisien. Imbasnya adalah

pembangunan ekonomi Papua menjadi lebih

terarah.

Dana dan energi yang dihabiskan untuk

membuat peraturan khusus yang mendukung

undang-undang otonomi khusus besar

Pertanggungjawaban yang jelas akan

mengurangi tingkat korupsi dalam

pengalokasian dana otonomi khusus.

Kecemburuan provinsi lain tetap ada.

Menurunnya ancaman disintegrasi Papua dari
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NKRI.

CBA Alternatif Kebijakan III: Pengalihan dari Otsus ke DAU

Manfaat Biaya

Tingkat korupsi rendah Menurunnya jumlah dana transfer dari

pemerintah pusat akan berakibat menurunnya

kualitas pembangunan ekonomi di Papua

Mengurangi tingkat kecemburuan

antarprovinsi karena pengalihan dana otsus ke

DAU akan menaikkan jumlah DAU provinsi

lain

Munculnya ancaman disintegrasi Papua dari

NKRI.

Tabel CBA Alternatif Kebijakan IV: Pengalihan Dana Otsus ke
DAK

Manfaat Biaya

Menurunnya jumlah pemasukan Papua secara

drastis akibat pengalihan dana otonomi khusus

ke DAK ditambah dengan pengawasan

langsung oleh BAPPENAS akan

meminimumkan potensi korupsi.

Menurunnya jumlah pemasukan Papua secara

drastis secara otomatis akan menurunkan

kemampuan daerah dalam membangun

ekonominya. Oleh karenanya, Papua akan tetap

tertinggal.

Pembangunan ekonomi akan lebih terarah,

namun tidak signifikan.

Munculnya ancaman disintegrasi Papua dari

NKRI.

Tingkat kecemburuan provinsi lain berkurang.





					
LOAD MORE                                    

            


            
                
                

                

                
                
                                

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            32. PAPUA BARAT.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            KONFLIK OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DAMPAKNYA …

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            KONDISI FISIOGRAFI DAN GEOLOGI REGIONAL JAWA BARAT.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Papua Barat - Konsultan Digitalkonsultandigital.com/datacenter/UMP 2016 Papua Barat.pdf · SEPULUH a. b. C. se:ama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            36. nostalgie-barat.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI …hukum.dispendapapua.com/hukum/UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi... · LAMBANG-LAMBANG Pasal 2 (1) Provinsi Papua sebagai bagian

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            anj-group.com · memperhatikan rencana tata ruang wilayah" (UU 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 63). Visi Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Papua Barat (SRAP) dalam Implementasi

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            2 - kip.bandaacehkota.go.idkip.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2016/08/... · - 2 - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            
                                                        

                        
                        
                            Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan · PDF fileDampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: ... Pola Kepemilikan Lahan Ulayat dan Kawasan Hutan di Papua 12 ... Dampak Otonomi

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            LAPORAN TAHUNAN Annual Report... · Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK telah menyelesaikan evaluasi terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus). KOMPAK juga merupakan perancang

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Andri 40 GAGASAN - s3.amazonaws.com · UNTUK INDONESIA BARU birokrasi - batas negara - militer - kemiskinan - penjara - hukum - aceh -papua - korupsi - dpr - otonomi daerah - luar

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN … · 2018-02-20 · 1 PENGATURAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA Kedegawe.wordpress.com

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            AKUNTABILITAS DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA …...dengan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Hasil KMB 1949 adalah menyerahkan seluruh wilayah koloni

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Web viewMengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, ... implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            OTONOM KUSUS A AN PAPUA - repository.unimal.ac.idrepository.unimal.ac.id/2165/1/otsus aceh dan papua.pdf · otonomi khusus, khususnya di Aceh dan Papua, sehingga pelaksanaan otonomi

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1081-2017.pdf · Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peran Kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua Di Provinsi Papua Barat

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            PROVINSI PAPUA - Batukarinfo · 2014. 10. 13. · Otonomi daerah ditambah otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            OTONOMI KHUSUS PAPUA - · PDF fileTUGAS PRESENTASI OTONOMI KHUSUS PAPUA Disusun untuk melengkapi Tugas Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) kelas C ... Penghargaan terhadap Hak-hak Asasi

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Mukjizat Allah yang Mencengangkan Para Ilmuwan Barat.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH … 3 JRV 5.3...Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum ... (Suharyo) 327 tsVinding BPHN Volume 5, Nomor 3,

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Darurat, Bantuan keuangan yaiig bersifat khusus dan dana ...Tambahan, Dana Otonomi Khusu s, Dana Ta]nbahan lnfrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua B€rat, Dana Keistimewaan DIY,

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            birdsheadseascape.com and legal documents... · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaranh Negara

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Universitas Indonesia - lib.ui.ac.idlib.ui.ac.id/file?file=digital/131447-T 27547-Jember fashion...Papua Islam dan Otonomi Khusus : Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua (Cahyo

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            32. Data Dasar Puskesmas final - Papua Barat.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            KEBIJAKAN TRANSMIGRASI DALAM KERANGKA OTONOMI … · 2019. 5. 10. · bergabung dalam NKRI pada tahun 1963, meskipun sering terjadi gesekan antara masyarakat Papua dan ... Provinsi

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            12. Data Dasar Puskesmas final - Jawa Barat.pdf

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangeprints.umm.ac.id/21981/1/jiptummpp-gdl-sadamabdul-40519... · 2016. 3. 23. · Otonomi khusus Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor

                            Documents
                        

                    

                                    
                        
                            
                                                            

                                                        

                        
                        
                            Kebijakan Otonomi Khusus Papua · ... delegasi, devolusi, dan transfer fungsi. ... adalah apakah negara diselenggarakan secara sentralisasi ... KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA

                            Documents
                        

                    

                                            

        

    


















    
        
            	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy


            	English
	Français
	Español
	Deutsch



            
                

				STARTUP - SHARE TO SUCCESS

									
							


					

				            

        

    














	



